


10.

11.

12.

13.

14.

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2093
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019;
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2015 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 181);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN
2015 - 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lamandau.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau.

5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat
tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-
langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar
kebiasaan yang ada, perubahan pradigma dan dengan upaya luar biasa.

6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah
kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu
2010-2025.

7. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah rencana kerja rinci dan
berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

8. Prioritas adalah didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain.

w

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
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BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi
pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas,
mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh
nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 5

Sistematika penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Lamandau Tahun 2015-2019 sebagai berikut :
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
2.1. Profil Pemerintah Kabupaten Lamandau
2.2. Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU
3.1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan
Daerah
3.2. Prioritas yang harus terus dipelihara
3.3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas
pelayanan
3.4.Zona  Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi/ Wilayah

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
4.1.Monitoring
4.2 Evaluasi

BAB V PENUTUP

Lampiran Matriks Rencana Aksi
Pasal 6

Isi dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB YV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamandau dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk
dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil evaluasi
dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional

)
VALY RN































. . onIUtUp.
Ba_ in ini menjadi penutup yang memberikan pene .san ai.ae -
arahan atas dokumen Roadmap Refo asi Biroki_si bagi Pemerini 1

Kabupaten Lamandau.
























































































(

(

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015-2019

PROGRAM DAN

WAKTU PENYELESAIAN

NO ET.
KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 PENANGGUNG JAWAB | K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
1) | Peningkatan Manajemen |1) Analisis Jabatan 100% | 100% | 100% | 100% )0% Bagian Organisasi
SDM Aparatur Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau
2) Analisis Beban Kerja 100% | 100% | 100% | 100% )0% Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau

3) Merumuskan ulang atau memperbaiki | 40% 50% 60% 70% 80% BKPSDM Kabupaten
standar kompetensi jabatan untuk Lamandau
seluruh jabatan di Perangkat Daerah
sesuai dengan kebutuhan organisasi
yang telah ditetapkan;

4) Merumuskan rencana kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | BKPSDM Kabupaten
pegawail sesuai dengan beban kerja dan Lamandau
kompetensi yang dibutuhkan masing-
masing Perangkat Daerah, termasuk
rencana rekrutmen setiap tahun;

5) Memperbaiki sistem rekrutmen pegawai; | 100% 100% | 100% | 100% | 100% | BKPSDM Kabupaten

Lamandau

6) Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | BKPSDM Kabupaten
rekrutmen baru dan  kebutuhan Lamandau
rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai
dengan rencana kebutuhan dan
kompetensi;

7) Melaksanakan sistem rekrutmen | 100% | 100% | 100% | 100% 100% | BKPSDM I
terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu; ma
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PROGRAM DAN

WAKTU PENYELESAI

NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN ﬁ2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 PENANGGUNG JAWAB KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8) Melakukan assessment kompetensi - 100% J0% | 100% | 100% BKPSDM Kabupaten
terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Lamandau
Pratama untuk mengetahui peta potensi
terkini;

9) Menyusun kebutuhan dan rencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% BKPSDM Kabt aten
pengembangan pegawai, meliputi Lamandau
kepemimpinan, managerial, fungsional
dan teknis;

10) Melaksanakan pengembangan pegawai| 50% 60% 70% 80% 90% BKPSDM Kabupaten
sesuai rencana pengembangan pegawai; Lamandau

11) Menyusun rencana penempatan dan | 40% 50% 60% 70% 80% BKPSDM Kabupaten
pola karier pegawai, termasuk pola Lamandau
karier jabatan fungsional,;

12) Melaksanakan rencana penempatan | 40% 50% 60% 70% 80% BKPSDM Kabupaten
dan pola karier pegawai; Lamandau

13) Menyusun sistem manajemen kinerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% BKPSDM Kabupaten
pegawai termasuk sistem penilaian Lamandau
prestasi kerja pegawai;

14) Menerapkan sistem manajemen kinerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | BKPSDM Kabupaten
pegawai, termasuk  pengembangan Lamandau
sistem penilaian prestasi kerja pegawai,

15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% BKPSDM Kabupaten
kepegawaian dan merencanakan Lamandau
penerapannya;

16) Menerapkan berbagai kebijakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | BKPSDM Kabupaten
kepegawaian yang menjadi kewajiban Lamandau
pegawai;

17} Melakukan monitoring terhadap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | BKPSDM Kabupaten
seluruh pelaksanaan rencana; Lamandau
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NO PROGRAM DAN TAHAPAN KEGIATAN WARTU PENYELESATAN PENANGGUNG JAWAB | KET.
KEGIATAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 2 3 4 S 6 7 8 9 v
18) Melakukan evaluasi terhadap seluruh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | BKPSDM Kabupaten
pelaksanaan rencana; Lamandau
19) Melakukan berbagai perbaikan yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | BKPSDM Kabupaten
diperlukan terhadap seluruh Lamandau
pelaksanaan kegiatan untuk menjaga
konsistensi perbaikan berkelanjutan;
II PENGUATAN PENGAWASAN
1) | Penguatan Pengawasan 1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor 6 8 7 7 10 Inspektorat Kabupaten
sesuai dengan beban kerja Orang | Orang | Orang | Orang | Orang Lamandau
2) Merencanakan pengembangan pegawai 9 8 8 10 10 Inspektorat Kabupaten
untuk memenuhi kebutuhan auditor | Orang | Orang | Orang | Orang | Orang Lamandau
setiap tahun
3) Merencanakan  peningkatan upaya| 1( % | 100% | 100% | 100% | 100% | Inspektorat Kabupaten
penerapan SPIP Lamandau
4) Melaksanakan penerapan SPIP 36 36 36 36 36 Inspektorat Kabupaten
SKPD | SKPD | SKPD | SKPD | SKPD Lamandau
S) Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 6 6 10 7 6 Inspektorat Kabupaten
Khusus/Tujuan Tertentu LHP- | LHP- | LHP- | LHP- | LHP- Lamandau
K K K K K
6) Meningkatkan persentase penyelesaian Inspektorat Kabupaten
tindak lanjut hasil pengawasan Lamandau
BPK 85.54 | 97.95 | 97.28 | 88.43 | 97% | Inspektorat Kabupaten
% % % % Lamandau
APIP 61.11 | 85.04 | 72.74 | 85.43 | 88% | Inspektorat Kabupaten
% % % % Lamandau
7) Melaksanakan pengembangan pegawai 6 8 7 7 10 Inspektorat Kabupaten
untuk memenuhi kebutuhan auditor | Orang | Orang | Orang | Orang | Orang Lamandau
setiap tahun, mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
BPK dan penerapan SPIP
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PROGRAM DAN

WAKTU PENYELESAIAN

JAW. T.
NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 PENANGGUNG AB | KE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8) Menyusun SOP pengawasan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Inspektorat Kabupaten
Lamandau
9) Menerapkan SOP pengawasan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Inspektorat Kabupaten
Lamandau
10) Melakukan monitoring terhadap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Inspektorat Kabupaten
seluruh pelaksanaan kegiatan Lamandau
pengawasan reguler
11) Melakukan evaluasi terhadap seluruh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Inspektorat Kabupaten
pelaksanaan  kegiatan  pengawasan Lamandau
reguler
12) Melakukan berbagai perbaikan yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Inspektorat Kabupaten
diperlukan terhadap seluruh Lamandau
pelaksanaan  kegiatan  pengawasan
reguler untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan
III PENATAAN TATALAKSANA
1) | Penataan Tatalaksana 1) Menyusun mekanisme kerja | 100% | 100% J0% | 100% | 100% | Bagian Pemerintahan
penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sekretariat Daerah
Lamandau Kabupaten Lamandau
2) Menyusun SOP 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau
3) Melakukan penataan terhadap tumpang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Organisasi
tindih tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten amandau
4) Memperbaiki rencana penerapan | 20% 25% | 40% | 100% | 100% | Dinas Komunikasi dan
teknologi informasi dalam Informatika Kabupaten
penyelenggaraan tugas dan fungsi Lamandau
5) Melaksanakan per mbar 1 dan| 40% 60% 75% 80% | 100% | Di T
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PROGRAM DAN

WAKTU PENYELESAIAN

NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 PENANGGUNG JAWAB KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
penerapan teknologi informasi pada It rmatika Kabupaten
sektor-sektor yang belum menerapkan Lamandau
6) Menerapkan keterbukaan informasi| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Komunikasi dan
publik Informatika Kabupaten
Lamandau
7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh | 20% | 25% | 40% | 100% | 100% | Dinas Komunikasi dan
pelaksanaan rencana Informatika Kabupaten
Lamandau
8) Melakukan berbagai perbaikan yang| 25% 40% 90% | 100% | 100% | Dinas Komunikasi dan
diperlukan terhadap seluruh Informatika Kabupaten
pelaksanaan kegiatan untuk menjaga Lamandau
konsistensi perbaikan berkelanjutan
v PENGUATAN AKUNTABILITAS
Mempertahankan  opini | 1) Menyusun rencana monitoring | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Badan Keuangan
WTP dari BPK pengelolaan keuangan, kepatuhan Daerah Kabupaten
terhadap peraturan perundang- Lamandau
undangan yang berlaku, pengelolaan
barang milik negara, penyusunan
laporan keuangan;
2) Mensosialisasikan tertib administrasi| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Badan Keuangan
keuangan; Daerah Kabupaten
Lamandau
3) Meningkatkan kompetensi para | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Badan Keuangan
pengelola keuangan; Daerah Kabupaten
Lamandau
4) Melaksanakan rencana  monitoring | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Badan Keuangan
sesuai jadwal; Daerah Kabupaten
Lamandau
5) Melakukan monitoring terhadap selur 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Badan Keuangan
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PROGRAM DAN

WAKTU PENYELESAIAN

NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 PENANGGUNG JAWAB | KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pelaksanaan rencana; Daerah Kabupaten
Lamandau
6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Badan Keuangan
pelaksanaan rencana; Daerah Kabupaten
Lamandau
7) Melakukan berbagai perbaikan yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Badan Keuangan
diperlukan terhadap seluruh Daerah Kabupaten
pelaksanaan kegiatan untuk menjaga Lamandau
konsistensi perbaikan berkelanjutan.
1) | Penguatan Akuntabilitas | Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi,
misi, tujuan dan sasaran
Review KPD 1Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | Inspektorat Kabupaten
Lamandau
Review LAKIP Kabupaten 1Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | Inspektorat Kabupaten
Lamandau
Review RKA SOPD 1Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1Kali | 1 Kali | Inspektorat Kabupaten
Lamandau
Review LAKIP SOPD 1Kali | 1 Kali | 1Kali | 1Kali | 1Kali | Inspektorat Kabupaten
Lamandau
1) Menyusun rencana perbaikan sistem | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | BKPSDM Kabupaten
manajemen kinerja Lamandau
2) Memperbaiki berbagai aspek dalam | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | BAPPEDA Kabupaten
sistem manajemen kinerja untuk Lamandau
memastikan pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran
3) Memadukan Perjanjian Kinerja dengan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | BAPPEDA Kabupaten
sistem penilaian prestasi kerja pegawai Lamandau
PELAYANAN PUBI «
1) | Peingkatan Kualitas | 1) Survey kepuasan masyarakat terhadap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Organisasi
Pelayanan Publik berb ° jo ‘s pelayanan (te: su €
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PROGRAM DAN

WAKTU PENYELESAIAN

O .
N KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 PENANGGUNG JAWAB KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pelayanan pendidikan, perizinan, Kabupaten Lamandau
kesehatan, sarana dan prasarana) ‘
2) Penerapan teknologi informasi 50% 60% 70% 80% | 100% | DPMPTSP Kabupaten
Lamandau /
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Lamandau
Pendidikan gratis sampai [ 1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
tingkat Pendidikan Dasar pendidikan gratis dan memastikan Kebudayaan
ketersediaan anggaran dimaksud; Kabupaten Lamandau
2) Mengembangkan sistem pengelolaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
pendidikan gratis; Kebudayaan
Kabupaten Lamandau
3) Melanjutkan pelaksanaan sistem | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
pendidikan  gratis sampai tingkat Kebudayaan
Pendidikan Dasar; Kabupaten Lamandau
4) Melakukan monitoring terhadap seluruh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
pelaksanaan sistem pendidikan gratis; Kebudayaan
Kabupaten Lamandau
5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
pelaksanaan sistem pendidikan gratis; Kebudayaan
Kabupaten Lamandau
6) Melakukan berbagai perbaikan yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
diperlukan terhadap seluruh Kebudayaan
pelaksanaan kegiatan untuk menjaga Kabupaten Lamandau
konsistensi perbaikan berkelanjutan.
Peningkatan ki asitas | 1) Menyusun rencana kebutuhan guru| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
guru pada setiap tingkatan pendidikan dan K¢ udayaan
prec” sihir 1+ I 12019; abupate
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PROGRAM DAN

WAKTU PENYELESAIAN

AB | KET.
NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 PENANGGUNG JAW.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2) Mempersiapkan guru-guru yang akan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
memperoleh sertifikasi; Kebudayaan
Kabupaten Lamandau
3) Menyusun rencana peningkatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
kompetensi guru pada setiap tingkatan Kebudayaan
pendidikan; Kabupaten Lamandau
4) Melaksanakan seluruh rencana | 100% | 100% { 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
peningkatan kapasitas guru; Kebudayaan
Kabupaten Lamandau
5) Melakukan monitoring pelaksanaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
peningkatan kapasitas guru; Kebudayaan
Kabupaten Lamandau
6) Melakukan evaluasi pelaksanaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% ' Dinas Pendidikan dan
peningkatan kapasitas guru; Kebudayaan
Kabupaten Lamandau
7) Melakukan berbagai perbaikan yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
diperlukan te: adap seluruh Kebudayaan
pelaksanaan kegiatan untuk menjaga Kabupaten Lamandau
konsistensi perbaikan berkelanjutan.
Saluran internet di | 1) Mengidentifikasi tempat-tempat strategis | 40% 70% 70% 80% | 100% | Dinas Komunikasi dan
sejumlah tempat yang akan diberikan akses internet Informatika Kabupaten
gratis; Lamandau
2) Menyusun rencana penambahan akses | 40% 70% | 100% | 100% | 100% | Dinas Komunikasi dan
internet gratis di lokasi strategis beserta Informatika Kabupaten
pembiayaannya; Lamandau
3) Melakukan kerjasama dengan berbagai | 50% 60% | 100% | 100% | 100% | Dinas Komunikasi dan
pihak yang berkepentingan, Informatika Kabupaten
Lamandau
4) Mener: kan Mekanisme Konsultasi | 100% | 100% | 100% | © )% | 100% | D as n
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PROGRAM DA

WAKTU PENYELESAIAN

T.
NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 PENANGGUNG JAWAB | KE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Publik Informatika Kabupaten
Lamandau
5) Melaksanakan seluruh rencana; 50% | 60% | 100% | 100% | 100% | Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Lamandau
6) Memonitor pelaksanaan rencana; 40% 50% 60% 70% | 100% | Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Lamandau
7) Melakukan evaluasi; 40% 50% 60% 70% 90% | Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Lamandau
8) Melakukan berbagai perbaikan yang| 40% | 60% | 70% | 100% | 100% | Dinas Komunikasi dan
diperlukan terhadap seluruh Informatika Kabupaten
pelaksanaan kegiatan untuk menjaga Lamandau
konsistensi perbaikan berkelanjutan.
Sistem integrasi layanan | 1) Melakukan survey untuk mengetahui - - 75% 85% 95% Dinas Kesehatan
JKN KIS tingkat kualitas pelayanan JKN KIS; Kabupaten Lamandau
2) Menyusun rencana pengembangan - - 60% 70% 80% Dinas Kesehatan
sistem pelayanan JKN KIS terintegrasi Kabupaten Lamandau
dan pembiayaannya;
3) Melaksanakan pengembangan sistem - - 60% 70% 80% Dinas Kesehatan
pelayanan JKN KIS; Kabupaten Lamandau
4) Memonitor pelaksanaan rencana; - - 80% 85% 90% Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau
5) Melakukan evaluasi; - - 80% 85% 90% Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau
6) Melakukan berbagai perbaikan yang - - 80% | 85% | 90% Dinas Kesehatan

diperlukan terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan untuk menjaga

Kabupaten Lamandau
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konsistensi perbaikan berkelanjutan.
Pelayanan kesehatan | 1) Melakukan review terhadap rencana - - 80% 85% 90% Dinas Kesehatan
prima strategis, termasuk berbagai indikator Kabupaten Lamandau
kinerja untuk memastikan pencapaian
visi, misi, tujuan dan sasaran;

2) Menyusun rencana perbaikan sistem - - 80% 85% | 90% Dinas Kesehatan
manajemen Kinerja; Kabupaten Lamandau

3) Memperbaiki berbagai aspek dalam - - 80% 85% 90% Dinas Kesehatan
sistem manajemen kinerja untuk Kabupate: Lamandau
memastikan pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran;

4) Memadukan penetapan kinerja dengan - - 80% 85% 90% Dinas Kesehatan
sistem penilaian prestasi kerja pegawai; Kabupaten Lamandau

5) Mengembangkan, memperbarui, - - 80% 85% 90% Dinas Kesehatan
mengumpulkan dan mengelola data Kabupaten Lamandau
kinerja serta sistem pelaporannya;

6) Menyusun mekanisme internal dalam - - 80% 85% 90% Dinas Kesehatan
rangka  monitoring dan = evaluasi Kabupaten Lamandau
akuntabilitas kinerja;

7) Melakukan self assessment terhadap - - 80% | 85% | 90% Dinas Kesehatan
penilaian akuntabilitas kinerja; Kabupaten Lamandau

8) Memonitor pelaksanaan rencana; - - 80% 85% 90% Dinas Kesehatan

Kabupaten Lamandau

9) Melakukan evaluasi; - - 80% 85% 90% Dinas Kesehatan

Kabupaten Lamandau
10)Melakukan berbagai perbaikan yang - - 80% | 85% | 90% Dinas Kesehatan

diperlukan terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan untuk menjaga
konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Kabupaten Lamandau
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Peningkatan kompetensi| 1) Menyusun rencana peningkatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
guru kompetensi guru pada setiap tingkatan Kebudayaan
pendidikan; Kabupaten Lamandau
2) Mempersia. an guru-guru yang akan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
memperoleh sertifikasi; Kebudayaan
Kabupaten Lamandau
3) Melaksanakan seluruh rencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
peningkatan kompetensi guru; Kebudayaan
Kabupaten Lamandau
4) Melakukan monitoring pelaksanaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
peningkatan kompetensi guru; Kebudayaan
Kabupaten Lamandau
5) Melakukan evaluasi pelaksanaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
peningkatan kompetensi guru; Kebudayaan
Kabupaten Lamandau
6) Melakukan berbagai perbaikan yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan dan
diperlukan terhadap seluruh Kebudayaan
pelaksanaan kegiatan untuk menjaga Kabupaten Lamandau
konsistensi perbaikan berkelanjutan.
Vi MANJEMEN PERUBAHAN
QUICK WINS
1) | Pilot roject | Pelayanan Administrasi Terpadu - - 100% | 100% | 100% Bagian Pemerintah
pengembangan Kecamatan (PATEN) di semua Kecamatan Sekretariat Daerah
telah mempergunakan aplikasi E-Paten Kabupaten Lamandau
1) Menyusun sistem - - 100% | 100% | 100% Bagian Pemerintah
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau
2) Melakukan uji coba - - 100% | 100% | 100% Bagian Pemerintah
Sekretariat Daerah
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Kabupaten Lamandau
3) Menyempurnakan sistem - - 70% 90% | 100% Bagian Pemerintah
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau
4) Penerapan sistem - - 100% | 100% | 100% Bagian Pemerintah
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau
5) Monitoring 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Pemerintah
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau
6) Evaluasi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Pemerintah
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau
7) Tindak lanjut hasil monitoring dan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Pemerintah
evaluasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau
1) Zona Integritas 1} Penyiapan Rumah Sakit Umum Daerah | 5% 10% 25% 50% | 100% Rumah Sakit Umum
Kabupaten Lamandau sebagai unit Daerah Kabupaten
yang ditetapkan untuk Zona Integritas Lamandau
menuju WBK/ WBBM
2) Pencanangan Zona Integritas menuju | 4% 8% 20% 55% | 100% | Rumah Sakit Umum
WBK/ WBBM Daerah Kabupaten
Lamandau
3) Pelaksana Zona Integritas Menuju| 7% 10% 40% 52% | 100% Rumah Sakit Umum
WBK/ WBBM di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten Lamandau Lamandau
4) Penyiapan Perangkat Daerah lain| 2% 6% 15% 35% 45% Rumah Sakit Umum
sebagai Zona Integritas menuju WBK/ Daerah Kabupaten
WBBM pada tahun berikutnya Lamandau
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5) Monitoring 10% 15% 30% 50% | 100% Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten
Lamandau
6) Evaluasi 15% | 30% | 45% 50% | 100% | Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten
Lamandau

7) Melakukan berbagai perbaikan yang| 10% 15% | 30% 55% | 100% | Rumah Sakit Umum
diperlukan terhadap seluruh Daerah Kabupaten
pelaksanaan kegiatan untuk menjaga Lamandau
konsistensi perbaikan berkelanjutan

A"211 PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1) Penataan Peraturan | 1) Meningkatkan penyebarluasan Produk | 50% 60% 80% 90% | 100% Bagian Hukum
Perundang-Undangan Hukum Daerah dengan seimbang tidak Sekretariat Daerah

memprioritaskan hanya pada satu Kabupaten Lamandau
produk hukum, sehingga terciptanya

pemahaman dan pengetahuan

masyarakat akan peraturan yang telah

ditetapkan pemerintah daerah maupun

pemerintah pusat;

2) Meningkatkan strategi dalam | 50% 65% 70% 80% 90% Bagian Hukum
pelaksanaan sosialisasi produk hukum, Sekretariat Daerah
dengan memberikan fasilitasi rapat Kabupaten Lamandau
koordinasi dan evaluasi, pelatihan dan
bimbingan teknis, penyebarluasan
melalui media cetak (pamflet, brosur,
spanduk, Dbaliho, radio) sehingga
semakin meningkatnya pemahaman
dan pengetahuan masyarakat dengan
cepat dan tepat sasaran,;
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3)

Meningkatkan pelayanan dokumentasi
produk  hukum  daerah, melalui
Jaringan Dokumentasi Informasi
Hukum {JDIH) secara online. Sehingga
masyarakat dapat dengan cepat
mengakses produk hukum melalui
jaringan komunikasi online.

45%

60% 80% | 90%

100%

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau

4)

Sebagai langkah dalaimn meningkatkan
pelayanan pada  sektor fasilitasi
penyusunan peraturan perundang-
undangan, beberapa hal menjadi
prioritas utama dalam peningkatan
fasilitasi penyusunan peraturan
perundang-udangan sesuai dengan
kaidah penyusunan peraturan
perundang-undangan yang berlaku:

45%

50% | 55% | 60%

70%

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau

5)

Sebagai pemberi pelayanan dalam
penanganan bantuan hukum dilingkup
pemerintah  Kabupaten Lamandau,
Bantuan Hukum memberikan
pelayanan yang memprioritaskan pada
program yang telah ditetapkan pada
RPJMD yaitu pada bagian Peningkatan
Kesadaran Hukum dan HAM. Guna
meningkatkan masyarakat sadar
hukum beberapa hal menjadi titik
prioritas, antara lain:

40%

50% 60% 70%

80%

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau

6)

Meningkatkan kerjasama dengan
instasi-instansi terkait, masyarakat,

50%

60% 80% | 90%

100%

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

II!




(

C

PROGRAM DAN

WAKTU PENYELESAIAN

JA ET.
NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 PENANGGUNG JAWAB | K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kepala desa, ketua  adat, dan Kabupaten Lamandau
stakeholder lain dalam pendidikan
maupun penyuluhan hukum kepada
masyarakat tentang kaidah hukum,
norma sosial dan HAM; dan
7) Meningkatkan kualitas terhadap | 40% 45% 50% 60% 70% Bagian Hukum
pelaksana/SDM  yang membidangi Sekretariat Daerah
dengan  mengikutsertakan  disetiap Kabupaten Lamandau
pendidikan dan  pelatihan  yang
menyangkut pertimbangan dan
bantuan hukum. Sehingga diharapkan
mampu menghasilkan tenaga-tenaga
yang profesional dalam pelaksanaan
tugas.
VIII PENGUATAN DAN PENATAAN ORGANISASI
1) | Penguatan dan Penataan | 1) Tersusunnya data kepegawaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Organisasi
Organisasi dilingkungan Sektretariat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau; Kabupaten Lamandau
2) Tersusunnya peta jabatan untuk | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekretariat Daerah
Lamandau; Kabupaten Lamandau
3) Tersusunnya dokumen Analisa Jabatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Organisasi
dilingkungan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau. Kabupaten Lamandau
4) Peningkatan ketaatan dan kepatuhan | 50% 60% 70% 80% | 100% Bagian Organisasi
aparatur pemerintah Kabupaten Sekretariat Daerah
Lamandau untuk menyampaikan Kabupaten Lamandau
laporan LHKPN;
5) Tersusunnya dokumen Standar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian ~
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Pelayanan Minimal untuk tingkat Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau; Kabupaten Lamandau
6) Terlaksananya kegiatan survei | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Organisasi
kepuasan masyarakat; dan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau
7) Tersusunnya Perda pelayanan publik di | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Organisasi
Kabupaten Lamandau, sehingga dapat Sekretariat Daerah
menjadi acuan dalam pelaksanaan Kabupaten Lamandau
pelayanan publik.
Pemenuhan ewajiban | 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN; 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Organisasi
bagi pimpina untuk Sekretariat Daerah
meyerahkan LHKPN Kabupaten Lamandau
2) Melakukan asistensi penyusunan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Organisasi
LHKPN; Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau
3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Organisasi
pejabat yang diwajibkan,; Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau
4) Melakukan berbagai perbaikan yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Bagian Organisasi
diperlukan terhadap seluruh Sekretariat Daerah
pelaksanaan kegiatan untuk menjaga Kabupaten Lamandau
konsistensi perbaikan berkelanjutan.
Diundangkan « Nanga Bulik Ditetapkan di Nanga Bulik

pada tanggal 19 November 2018
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